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BAR I

PEMTMAIIULLAN

A. Latar Belakang Masalah

Wilavah suatu negara selain darat dan udara juga termasuk lautan.
mengingat 23 dari permukaan bumi terdiri dan lautan. dimana permukaan bum
vang Tuasnva 240 juta mil persegi, 70% atau 120 mil perseg terdin dan mr. Dan
dart jumlah tersebut 97% adalah air asin ataw 135800000 mil persegi dan 3% air
wwar atau 4.200.000 mil persegi. Walaupun pada kenvataannya tidak semua
negara memiliki wilayah laut. namun hanya negara-negara dimana daratannya
herbatasan dengan laut.

Pada dasarnya laul merupakan potensi vang besar bapgi umat manuosia,
karena laul mempunyvai arti komersial dan strategis, dimana masyarakat dari
berbagai hangsa dapat menjadikan laul scbhagal sarana untuk melakukan
pertukaran dari komoniti perdagangan sampat 1lmu pengetabuan, Selain o laot
dapat dijadikan scbagai sarana trapsportasi dan sumber makanan bagi umat
manusia. serta kaya akan minyak, pas dan sumber-sumber mineral lain nva,”

Laut adakalanva batas dari suato negara dengan negara lain dengan ttik
batas yang ditemtukan melalyi ekstradisi bilateral maupun muolilateral vang
artinya juga merupakan batas kekuasaan suatu negara. Denpan kata lain dapat

disimpulkan bahwa laut sangat penting dalam hubungan politik internasional dan

" RBoer Mauna, 2003, Hukum Internasiona] Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamikn
Cilobal, PT. Alemni. Bandung. Hal 2790
thld



jupa dalam menentukan kadaulatan suatu negara di laut . Sehingpa menyebabkan
pentingnyva pula kelentuan hukum internasional mengatur lawt in. Tujuan dan
adanva ketemtuan hukum internasional ini adalah untuk mengatur kegunaan
rangkap dua dari laut sebagai jalan rava dan sebagai sumber Kekayaan. serta
sumber tenaga. Karepa laut hanya dapat dimaniaatkan dengan kendaraan-
kendaraan khusus seperti kapal.

Pada masa dulu sebelum adanva ketentuan hukum internasional vang
mengatur mengenai laut, salah satunya dengan terjadinya “penarungan ilmiah™
(hattle of the hook) antara prinsip kebebasan lawtan (mare liberun) vang dibela
Girotius, hal ini sama dengan natur yuridik hukum laut vang berlaku waktu 1l
vaitu konsep “res nullys” (laul itu tidak ada vang punya) dan prinsip kewenangan
negara atau lantan yang dibela termtama sekali olch pakar-pakar hukum dari
partugis dan spanyol (mare clawsenn) yaitu seiauh mana nelayan bisa pergi
kelawt menangkap ikan dan kemudian kembalic Tetapi kemudian pertentangan
dari kedua konsep diatas timbul suatu pemikiran bagaimana dengan negara bukan
pantai dan negara yang kurang beruntung. schingga seorang ahli dari Belanda
bernama Bynkershoek melahirkan teori Desentatio vang memperkenalkan kaidah
tembakan meriam dan menyalakan babwa * suvatu negara dapat meletakkan
kedaulatan atas laut, sejauh negara pantal tersebut dapat mengamankan laulnya™,’
Jadi negara menceba menpamankan lautannya mulai dari pantai,  untuk

mengukumya dipunakanlah tembakan menam,

" Hi. Farida Chazuani SH ML Carares Kallah Huke Lont Pada Tanggael 16 Febrari 2007



BAB IV

PENUTUFP

A. Ii.csimpulnn
Dari uraian vang telah penulis kemukan diatas | maka dapat diambil
kesimpulan :

1. Proses pencgakan hukum terhadap pelaku pembajakan kapal di perairan
Indonesia berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982 vang membenkan wewenang
kepada negara pantai untuk memberlakukan aturan hukum nasionalnya. maka
menvangkut kewenangan penyidikan dalam kasus-kasus pembajakan haruslah
dilakukan dengan mengedepankan saling Koordinasi antar [nstansi terkait,
terutama unsur Kepolisian BRI dan TNT AL yang memiliki kewenangan
penvidikan yang sama, serta pejabal penyidik neperi sipil agar tujuan dari
fungsi-fungsi pengamanan di laut, terutama demi terciptanya keamanan pada
jalur pelayaran Internasional dapat terwujud.

_ Dalam proses pepegakan hukum  terhadap pelaku pembajakan kapal di
perairan Indonesia, ada beberapa kendala yang dibadapi oleh pemcrintah
Indonesia khususnya bagi TN AL, vaitu berupa lemahnya kekuatan THL AL
dischabkan kursngoya sarana dan prasarana yang memadal dan upaya
senepakan yang belum maksimal, scrta anpgaran dana dari negara vang tidak
mencukupi untuk  keperluan  penegakan hukwm di laut sehingga  dana
scerasional untuk melakukan pembajakan masih didukung oleh sekior

—=sing-masing dan rendahnya kesadaran hukum masyarakal.




DAFTAR KEPUSTAKAAN

A, Buku

Ahducrahman, 1980, Aweto Mazalah Dalam Prabiekr Pencgokkan  Hukum di

Indonesia, Alumni, Bandung

Adolf, Huala, 1991, Asped Negava Dalam Hukum Toternasional, Bajawali Pers,

Jakaria

Agustina, Shinta, 2004, Hukvm Pidano fwlernasional Dalame Teors dan Prokrek,

Fakultas Hukum Unand, Padang
Ashala, Burhan, 1996, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipla, Takarta

Harahap Djuanp, Mustafa, 1983, Yerisdiks Kriming! Dipergivan Indenesia Yaog

Berkaitan Dengan Hubum mternasionad, PT2Alumni, Bandung

Hoof Van, Di Terjemahkan Oleh Hata, 20K, Pemilkiran Kembali Sumber-Sumber

Hubum Intermasional (RethinkingThe Sources OF Internationg! Law)
Husshaum, Arthur, dkk, 1969, Seiarah Hukun Internasional, Bina Cipla, Bandung

lihami, Bisoi, 2004, Sistesr Hbem indonesia Prinsip-prinsip & fmplementast Aubom

i dncdanesia, PT. Raja Grafindo Persada

BG, Starke, 2003, Peagentar Hukum Internasional, edisi kesepuluh fhagian [), Sinar

Grafika, Jakana



